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ABSTRAK 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam, dari 
jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Mengingkari perbedaan 
hakikatnya mengingkari sunnatullah. Perbedaan (pluralitas) di satu sisi dapat 
menjadi kekayaan budaya, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik. Di 
Indonesia, DIY merupakan kawasan yang mempunyai komposisi masyarakat 
dengan pluralitas yang kompleks. Pluralitas tersebut harus dikelola dengan benar 
agar tercipta tatanan masyarakat yang saling mengakui, menghargai dan 
menghormati. Pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme, melindungi 
keanekaragaman, inilah yang dinamakan multikulturalisme. Dalam hal ini peran 
pemerintahlah yang sangat vital dalam mendukung multikulturalisme. Sultan 
Hamengku Buwono X mempunyai peran ganda sebagai Sultan Kesultanan 
Ngayojokarto Hadiningrat dan sebagai Gubernur DIY. Sebagai Sultan, ia 
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat 
Yogyakarta yang multikultur. Sultan yang terkonsep dari gelarnya Hamengku 
mengandung makna harengkuh atau ngemong, melindungi dan mengayomi tanpa 
membeda-bedakan golongan, keyakinan dan agama secara adil. Sultan semestinya 
mampu mengakomodasi pluralitas dan memberikan kebijakan yang bermuatan 
multikulturalisme. Sebagai Gubernur, ia mempunyai kewenangan sebatas 
pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan umat beragama, dan pengaturan rumah 
ibadah . Urusan agama merupakan urusan di luar kewenangan Pemerintah Daerah, 
melainkan kewenangan Pemerintah Pusat. 

Jenis penelitian ini adalah literature research dan bersifat deskriptif 
analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang 
berkaitan dengan pokok pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai kasus-kasus 
kekerasan atas nama agama dan intoleransi, serta kebijakan yang dilakukan oleh 
Sultan Hamengku Buwono X. Selanjutnya dianalisis bagaimana posisi Sultan 
apakah sebagai Gubernur  DIY atau Sultan Kesultanan serta pandangan dan 
kebijakan yang Sultan lakukan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Sultan Hamengku Buwono X di berbagai 
kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi menunjukkan perhatiannya 
dengan tindakan serta di beberapa kasus mengutarakan statement membela 
multikulturalisme. Meski pada beberapa kasus mendapat perhatian dari Sultan, hal 
ini tidak menjamin kasus tersebut selesai. Banyak kasus yang mendapat perhatian 
Sultan yang ternyata tidak selesai secara hukum. Hal ini terjadi karena pada 
dasarnya kewenangan Sultan Hamengku Buwono X dalam agama hanya sebatas 
pemberdayaan dan kerukunan umat beragama. Kewenangan agama merupakan 
kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu 
proses hukum adalah kewenangan aparat keamanan dan dalam hal  ini Sultan 
Hamengku Buwono X tidak mempunyai kekuatan. Dalam berperan menangani 
kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi, sepertinya Sultan memisahkan 
peran sebagai Gubernur DIY dan Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat. 
Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Sultan yang hanya mengandalkan pihak aparat 
keamanan dan dengan jalur hukum, tidak menggunakan dialog misalnya 
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mempertemukan pihak-pihak terkait dan pelibatan Kesultanan Ngayojokarto 
Hadiningrat.  

Kata kunci: Multikulturalisme, Sultan Hamengku Buwono X, Kebijakan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط
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 ع

 غ

 ف

 ق

 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

Rā’ 

Zāi 

Sīn 

Syn  

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā’ 

Ẓā’ 

‘Ain 

Gain 

Fā’ 

Qāf 
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sy 
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Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 
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ge 

ef 

qi 
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 و
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 ي

Kāf 

Lām 

Mīm 

Nūn 

Wāw 

Hā’ 

Hamzah 

Yā’ 

k 
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w 
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Y 

ka 

‘el 
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ha 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة

 

 عدّة

 

Ditulis 

 

Ditulis 

Muta‘addidah 

 

‘iddah 

 

C. Tā’marbūṭah di akhir kata 

Semua tā’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang 

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki 

kata aslinya. 

 

 حكمة

 

 علـّة

 

 كرامةالأولیاء

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

Ḥikmah 

 

 ‘illah 

 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

---- َ◌--- Fatḥah ditulis A 
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---- ِ◌--- 

---- ُ◌--- 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

i 

u 

 

 فعَل

 

 ذُكر

 

 یذَھب

Fatḥah 

 

Kasrah 

 

Ḍammah 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

fa‘ala 

 

żukira 

 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif 

 جاھلـیّة

 

2. fatḥah + yā’ mati  

 تـَنسى

 

3. Kasrah + yā’ mati 

 كریـم

 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 فروض

 

ditulis 

 

ditulis 

 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ā : jāhiliyyah 

 

ā : tansā 

 

 

ī : karīm 

 

ū : furūḍ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + yā’ mati 

 بـینكم

2. fatḥah + wāwu mati  

 قول

Ditulis 

ditulis 

 ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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 أأنـتم

 

 اعُدّت

 

 لئنشكرتـم

Ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

a’antum 

 

u‘iddat 

 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 القرأن

 

 القیاس

Ditulis 

 

Ditulis 

Al-Qur’ān 

 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 السّماء

 

 الشّمس

Ditulis 

 

Ditulis 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذو�الفروض

 أھلالسّـنةّ

Ditulis 

Ditulis 

Żawi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh  

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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Motto 

 

Jangan menyerah sebelum mencoba, percaya bahwa 
Allah tidak akan memberi ujian melebihi batas 

kemampuan hamba-Nya... 

Apa yang terlihat baik menurut kita belum tentu 
baik menurut Allah SWT, begitu pula 

sebaliknya... 

Usahakan selalu bersyukur atas apa yang 
kita miliki...   
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

Untuk kedua orang Tuaku,  

Yang bersusah payah menyekolahkanku dengan biaya tidak sedikit 

Untuk adik-adik dan kakakku,  

Yang selalu menjadi motivasi suksesku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam, dari 

jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Sejatinya keragaman ini 

menjadi alat perekat harmonisasi bangunan kebersamaan antar sesama.1 Oleh 

karena itu perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima oleh 

semua orang dalam kehidupannya. Mengingkari keragaman hakikatnya adalah 

mengingkari sunnatullah. Fakta menunjukkan bahwa manusia memang makhluk 

unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini dalam konteks bernegara, berbangsa, 

dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan.2 

Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah 

masyarakat multikultural. Bikhu Parekh mendefinisikan masyarakat multikultural 

sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya 

dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, 

suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan.3 

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat kompleks.  

Sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah suku di 
                                                            

1 Said Aqil Shiradj, Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri, cet-1 (Jakarta: 
Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 203. 

2 I  Wayan Sukarma, “Multikulturalisme dan Kesatuan Indonesia”, 
http://www.cakrawayu.org/ artikel/ 8-i-wayan-sukarma/ 65- multikulturalisme –dan -kesatuan-
indonesia.html, akses 29 Maret 2015. 

3 Bikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory, 
alih bahasa C.B. Bambang Kukuh Adi (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 19. 
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Indonesia yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, dengan komposisi 

1.072 etnik dan sub etnik. Winda Nuryanti (Wakil Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan) (2012) mengatakan bahwa hasil penelitian Indonesia memiliki 

sekitar 743 bahasa. Keragaman di Indonesia juga terdapat dalam pemeluk agama, 

hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah 

pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 

0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak 

ditanyakan.4 Fakta tersebut menunjukkan betapa beragam dan kompleksnya 

budaya yang dimiliki bangsa ini. 

Secara teori, multi budaya merupakan potensi budaya yang dapat 

mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multi budaya telah dapat menjadi 

salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Selain itu, multi budaya juga menjadi modal budaya (cultural 

capital) dan kekuatan budaya (cultural power) yang menggerakkan dinamika 

kehidupan berbangsa dan bernegara.5 Akan tetapi di sisi lain multi budaya juga 

berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa. 

Karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar 

penganut agama, ras, maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan 

rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah dis-integrasi bangsa.6 

                                                            

4 Sensus Penduduk, Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2010. 
5 Johni Najwan, “Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif 

Penyelesaiannya,” Jurnal Hukum. Edisi Khusus, Vol. 16 (Oktober 2009), hlm. 196. 
6 Ibid., hlm. 196. 
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Struktur masyarakat Yogyakarta yang sebelumnya secara kultural relatif 

homogen, secara bertahap berkembang menjadi semakin heterogen, semakin 

multikultural. Hal ini sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan yang 

keberadaanya tidak bisa di hindari. Awal mula Yogyakarta menjadi komunitas 

yang lebih terbuka ialah saat Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik 

Indonesia tahun 1946, di mana pengikut presiden Sukarno ikut pindah ke 

Yogyakarta. Eksodus dari Jakarta itu memunculkan arus pendatang ke 

Yogyakarta. Di antara para pendatang baru itu terdapat banyak orang terdidik 

yang terlibat dalam profesi-profesi modern, termasuk para pejabat pemerintah, 

personil militer, politikus partai, anggota parlemen, wartawan, akademisi, dan 

seniman. Karena menjadi ibukota, Yogyakarta menarik aneka  macam orang dari 

begitu banyak kelompok etnis dan kultural Indonesia. Dengan demikian kota Jawa 

itu menjadi sebuah komunitas yang jauh lebih plural dari sebelumnya. Akibat dari 

semua perkembangan ini, Yogyakarta pasca-kolonial mengalami nasionalisasi dan 

kosmopolitanisasi paralel dari komunitas penghuninya.7 

Keberagaman atau perbedaan apabila dikelola dengan baik akan 

menghasilkan sesuatu yang baik dan unik, namun bila tidak dikelola dengan baik 

maka akan menghasilkan perpecahan dan konflik. Diperlukan suatu penghargaan 

kepada setiap perbedaan yang ada, dan justru perbedaan itulah yang membuat 

sebuah komposisi menjadi kaya dan unik. Diperlukan suatu kerangka interaksi 

yang dapat mengakomodasi semua perbedaan, mau menerima dan mengakui 

                                                            

7 Robert W.Hefner (ed), Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan, alih 
bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 (Yogyakarta: Kanisius. 2007), hlm. 207. 
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keberadaan lainnya, di sinilah arti penting setiap upaya untuk 

menumbuhkembangkan multikulturalisme sebagai platform bersama dan 

pengawal keutuhan bangsa. 

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangatlah besar terhadap 

kedamaian suatu masyarakat multikultural. Sebagai contoh, keberhasilan Kanada 

menerapkan kebijakan multikulturalisme. Kanada merupakan salah satu negara 

multikultur yang memiliki lebih dari 200 kelompok etnis hidup bersama, dan lebih 

dari 40 kebudayaan terwakili di dalam media etnis di Kanada, bahkan imigrasi 

menyumbang 50% pertumbuhan penduduk. Banyaknya ras dan etnis yang 

terdapat di Kanada mengharuskan pemerintah negara ini untuk dapat 

mengakomodasi rakyatnya agar tercipta suatu masyarakat yang saling menghargai 

dan menghormati. Salah satu kebijakan yang saat itu dikeluarkan adalah kebijakan 

mengenai multikulturalisme yang kemudian disahkan oleh pemerintah federal 

pada tahun 1971.8 

Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan sekaligus sebagai Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat 

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat 

multikultural. Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara 

kosmologis9 dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuataan dan 

                                                            

8  http://www.canadainternational.gc. ca/ indonesia- indonesie /about -a_propos/ 
multiculturalism - multiculturalisme.aspx? lang=ind, akses 1 Maret 2015. 

9 Secara etimologi, kosmologi berasal dari perkataan “kosmos” yang berarti dunia, aturan 
atau alam, dan “logos” yang berarti rasio atau akal. Kosmologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang alam (dunia) akan tetapi, dikatakan bahwa kosmologi merupakan ajaran atau 
ulasan tentang dunia (Bertens,1985:13). 
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kekuasaan. Status dan peran Sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. 

Fungsi Sultan Hamengku Buwono di Yogyakarta sebagai mediator kosmologis 

antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis. 

Status Sultan dalam Islam sebagai Khalifatullah fil Ardh Sayyidin Panotogomo 

(Wakil Tuhan di Muka Bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan 

agama.10 Sayyidin panotogomo, ialah pemimpin spiritual keagamaan. Pemegang 

gelar ini menunjukkan bahwa seorang Sultan sebagai pemimpin dalam 

menjalankan tugasnya mengembangkan peradaban Jawa berlandaskan syari’at 

agama dalam hal ini Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat 

Jawa.11 

Sultan dalam konsep kekuasaan adalah sumber dari segenap kekuatan dan 

kekuasaan. Ia merupakan “Kanjeng Sultan Ingkang Sinuwun”, sekaligus 

panglima perang yang tercermin dalam makna “Senopati Ing Ngalogo” dalam 

melindungi segenap rakyat dan negaranya serta mengantarkan kesejahteraan 

kepada rakyatnya “Hamengku Buwono”.12 Hal ini senada dengan Sultan 

Hamengku Buwono X, dalam pidato Jumenengannya menyampaikan mengenai 

makna Hamengku. Hamengku mengandung makna harengkuh atau ngemong, 

melindungi dan mengayomi tanpa membeda-bedakan golongan, keyakinan dan 

agama secara adil. Hakikat hamengku identik dengan ambeg adil pamarata.13 

                                                            

10 Jawahir Thontowi, Apa Istimewanya Yogya (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 
10. 

11 Arwan Tuti Artha, Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana 
(Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm. 49. 

12 Heru Wahyukismoyo, Keistimewaan vs Demokratisasi (Yogyakarta: Bigraf Publising, 
2004), hlm. 46. 

13 Ibid., hlm. 50. 
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Sultan dalam konsep kultural dan spiritual menyadari bahwa dirinya hanyalah 

makhluk Allah, akan tetapi ia memiliki kelebihan “daya linuwih” sebagai 

“khalifatullah fil ardh” dan menjadi suri tauladan bagi rakyatnya dalam 

mengantarkan kehidupan yang sejahtera berdasarkan agama sebagaimana 

tercermin dalam gelar “’Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah”.14 

Oleh karena itu, Sultan semestinya mampu menjaga pluralitas dan 

mengeluarkan kebijakan yang bermuatan multikulturalisme untuk menjaga 

pluralitas yang ada di Yogyakarta. Leo Suryadinata mendefinisikan 

multikulturalisme sebagai pengakuan dan dorongan terhadap pluralisme,  

multibudaya menjunjung tinggi dan berupaya untuk melindungi keanekaragaman. 

Pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas 

dengan budaya mayoritas yang sering kali tidak seimbang.15 Tidak berbeda jauh 

dari definisi Leo Suryadinata, menurut Will Kymlicka, multikulturalisme dapat 

dimengerti sebagai pengakuan terhadap keragaman atau keanekaragaman budaya 

dan etnis, yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok 

minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat, dan kelompok mayoritas bersedia 

mengakomodasinya dengan tetap mengakui identitas minoritas.16 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

kebijakan Multikulturalisme Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat tahun 1998-

                                                            

14 Heru Wahyukismoyo, Keistimewaan..., hlm. 46. 
15 Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia (Jakarta: Kompas: 

2010), hlm. 224. 
16 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas, 

alih bahasa F Budi Hardiman (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2002). 
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2014, khususnya berkaitan dengan kekerasan atas nama agama dan intoleransi 

yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikembangkan dan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa makna pluralisme bagi Sultan Hamengku Buwono X? 

2. Bagaimana Sultan Hamengku Buwono X menegosiasikan antara posisi 

sebagai Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat dan sebagai 

Gubernur DIY dalam mengeluarkan suatu kebijakan multikulturalisme? 

3. Bagaimanakah kebijakan multikulturalisme Sultan Hamengku Buwono 

X dalam pengakuan terhadap masyarakat multikultur? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertulis di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan terkait pemikiran Sultan Hamengku Buwono X 

mengenai pluralisme. 

2. Untuk menjelaskan posisi Sultan Hamengku Buwono X dalam 

mengeluarkan suatu kebijakan yang bermuatan multikulturalisme, 

antara seorang Sultan Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat dan 

seorang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau menegosiasikan 

keduanya. 
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3. Untuk menjelaskan bagaimana Sultan Hamengku Buwono X 

mengeluarkan kebijakan pengakuan terhadap masyarakat multikultur, 

dalam hal ini ialah wilayah Yogyakarta. 

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa kegunaan. Kegunaan dari 

penelitian ini ialah antara lain: 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait pandangan dan 

pemikiran Sultan Hamengku Buwono X tentang pluralisme dan 

multikulturalisme. 

2. Untuk melengkapi penelitian terkait Sultan Hamengku Buwono X serta 

kebijakannya. 

3. Untuk memberikan gambaran kebijakan Sultan Hamengku Buwono X 

dalam pengakuan masyarakat multikultur, dalam hal ini adalah 

Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penelitian tentang “Kebijakan Multikulturalisme 

Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat tahun 1998-2014”, penyusun telah 

berusaha melakukan penelusuran karya-karya yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel dan lain 

sebagainya. 

Pertama, buku berjudul “Politik Multikulturalisme, Menggugat Realitas 

Kebangsaan” yang dieditori oleh Robert W. Hefner. Buku ini memotret 

kehidupan masyarakat pluralis di tiga negara majemuk di Asia Tenggara, yakni 
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Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Menurut R.W. Hefner, perkembangan 

multikulturalisme di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengalami semacam 

transisi kultural dari masa kolonial ke pasca-kolonial. Adanya transisi kultural itu, 

mengindikasikan bahwa perkembangan pluralitas dalam masyarakat di tiga negara 

tersebut sangat pesat. Di samping itu intervensi kekuasaan (negara) terhadap 

kewarganegaraan turut mempengaruhi lahirnya isu-isu etnisitas dan etnoreligius. 

Kekuasaan Lee Kuan Yew (Singapura), Mahatir Muhammad (Malaysia), dan 

Suharto (Indonesia), melahirkan isu etnisitas dan etnoreligius berbeda-beda.17 

Kedua, artikel karya Azyumardi Azra yang berjudul “Identitas dan Krisis 

Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia”. Tulisan ini membahas 

disintegrasi kebudayaan pasca runtuhnya Orde Baru, krisis moneter, politik dan 

ekonomi mengakibatkan pula krisis sosio kultural. Selain sebab-sebab tersebut, 

globalisasi juga mempunyai peranan terhadap disintegrasi yang terjadi di 

Indonesia pasca Orde Baru. Ia berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut ialah dengan pendidikan multikultural yang berlandaskan 

Bhineka Tunggal Ika. Namun untuk Indonesia masih banyak memerlukan 

pembahasan yang serius, juga pengimplementasian yang efektif.18 

Ketiga, tulisan Achmad Fedyani Syaifuddin yang berjudul “Membumikan 

Multikulturalisme Di Indonesia”. Tulisan ini membahas konsep multikulturalisme 

dan menghubungkan dengan konsep kompleksitas peradaban dan budaya di 
                                                            

17 RobertW.Hefner (ed), Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan, alih 
bahasa Bernardus Hidayat, cet 1 (Yogyakarta: Kanisius. 2007). 

18 Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme 
Indonesia. http://snb.or.id/article/14/identitas-dan-krisis-budaya-membangun-multikulturalisme-
indonesia, akses 19 Maret 2015. 
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Indonesia, konsep negara bangsa, tren global, dan juga dengan konflik agama. Di 

dalam tulisan ini juga dibahas mengenai konsep mutkulturalisme yang seharusnya 

menjadi pendekatan dan sebagai kebijakan nasional.19 

Keempat, sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh Tri Ratnawati yang 

dimuat dalam Jurnal Governance, berjudul “Antara ‘Otonomi’ Sultan dan 

‘Kepatuhan’ pada Pusat di Era Reformasi: Study Kasus Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY)”. Karya ini membahas mengenai peran Sultan Hamengku 

Buwono X sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi DIY pada era 

Reformasi. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa Sultan cenderung lebih 

menonjol kekuasaan dan posisinya sebagai alat daerah ketimbang sebagai alat 

Pemerintah Pusat. Posisi Sultan sebagai penguasa tradisional (raja), sangat 

mendukung kekuasaannya sebagai birokrat (gubernur), di tengah-tengah 

masyarakat Yogya yang sebagian masih paternalistik (terutama yang tinggal di 

perdesaan).20 Tulisan ini hanya membahas terkait administrasi dan birokrasi, tidak 

menyentuh tentang tema yang penulis ambil. 

Dari beberapa karya ilmiah yang telah saya cantumkan di atas, belum satu 

pun tulisan atau penelitian membahas mengenai Kebijakan Multikulturalisme 

Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat tahun 1998-2014. 

 

                                                            

19 Achmad Fedyani Syaifuddin, Membumikan Multikulturalisme di Indonesia  Jurnal 
Antropologi Sosial Budaya Etnovisi.Vol II, No 1 (2006). 

20 Tri Ratnawati, “Antara ‘Otonomi’ Sultan dan ‘Kepatuhan’ pada Pusat di Era 
Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Pascasarjana: Governance, Vol 2, 
No 1 (2011), hlm 43-68. 
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E. Kerangka Teoritik 

Widodo mengutip Dye menyatakan kebijakan publik diartikan sebagai 

“whatever goverments choose to do or not to do” (apa pun yang pemerintah pilih 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).21 

Widodo mengutip Kartasasmita mengemukanan bahwa : “Kebijakan 

publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. 

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program 

pemerintah (what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose 

of government programs).”22 

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky juga menyatakan bahwa 

kebijakan publik merupakan: 

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-
pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat 
pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program 
dan tindakan pemerintah.23 

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama 

menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal “keputusan 

untuk tidak melakukan tindakan apapun”. Suwitri memberi contoh bahwa 

keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti 

Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan 

                                                            

21 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses 
Kebijakan Publik (Malang: Bayumedia Publising, 2012), hlm. 12. 

22 Ibid., hlm. 12. 
23 Sri Suwitri, Konsep Dasar Kebijakan Publik (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 

2009), hlm. 9. 
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tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk 

kebijakan publik.24 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang memfokuskan pada usaha menggali nilai-nilai atau 

hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial.25 Di mana yang dihasilkan 

adalah data-data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat-kalimat tertulis.  

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan 

memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

yang dikaji, yaitu mengenai kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan 

intoleransi serta tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku 

Buwono X, selanjutnya dianalisis bagaimana posisi Sultan Hamengku Buwono X 

dalam tindakan dan kebijakan yang seharusnya sesuai dengan Gelar yang dimiliki 

dalam menanggapi kasus-kasus tersebut. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan antropologi sosial. Di mana kondisi masyarakat Yogyakarta yang 
                                                            

24 Ibid., hlm 11. 
25 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 1. 
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multikultural. Namun pada masa reformasi, Yogyakarta yang dikenal sebagai city 

of tolerance terjadi kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi. 

Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono X 

dimana Sultan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kerukunan dan 

pengakuan terhadap masyarakat yang multikultur. 

4. Teknik Pengumpulan data 

Data yang akan dicari adalah tentang kebijakan multikulturalisme Sultan 

Hamengku Buwono X dalam menjaga kerukunan dan pengakuan terhadap 

masyarakat yang multikultural, khususnya terhadap minoritas yang menjadi 

korban kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Adapun data tersebut dicari 

dengan menggunakan: 

a) Studi Literatur 

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan. Bahan pustaka 

merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis 

maupun soft-copy edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam 

majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, 

makalah, publikasi pemerintah, internet, teks pidato dan lain-lain. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara 
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pewawancara dengan responden.26 Orang yang penulis wawancarai 

ialah, pertama, Hafizen, Koordinator Program Islam dan 

Gender Yayasan LkiS. Hafizen ini juga termasuk aktifis yang aktif 

dalam advokasi minoritas seperti agama di luar Islam, serta golongan 

keagamaan seperti Syi’ah, dan Ahmadiyah. Kedua, M. Rukh, anggota 

Yayasan Rausyan Fikr. 

5. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, data-data 

tersebut akan dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif berpijak 

pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti dengan tujuan 

mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang bersifat umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka perlu disusun sistematika 

pembahasan. Bab pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, menerangkan keistimewaan DIY dan peran ganda Sultan 

Hamengku Buwono X, tekad Sultan Hamengku Buwono X terhadap Daerah 

Istimewa Yogyakarta, kemudian pandangan Sultan Hamengku Buwono X terkait 

Pluralisme. 

                                                            

26 Ibid., hlm. 128. 
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Bab ketiga, berisi gambaran masyarakat multikultural di Yogyakarta. 

Kemudian pemaparan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan intoleransi di 

Yogyakarta tahun 1998-2014. Serta kebijakan yang dilakukan oleh Sultan 

Hamengku Buwono X dalam merespon kejadian tersebut. 

Bab keempat, adalah analisis kebijakan multikulturalisme Sultan 

Hamengku Buwono X. Ada dua pembahasan yang dianalisis, yaitu pertama posisi 

Sultan dalam mengeluarkan kebijakan, apakah sebagai seorang Sultan Kesultanan 

Ngayojokarto Hadiningrat, atau sebagai seorang Gubernur DIY. Yang kedua 

ialah pemikiran Sultan terkait pluralisme dan realitas yang dilakukan oleh Sultan 

Hamengku Buwono X terkait kebijakannya dalam mendukung multikulturalisme. 

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat 

suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi 

jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu penulis juga 

memuat saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak 

terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan 

dan saran mengenai problematika yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, yaitu sebagai berikut. 

A. Kesimpulan  

Sultan Hamengku Buwono X memandang pluralisme sebagai kebhinekaan 

yang harusnya dipandang sebagai unsur perekat dan kekuatan bangsa. Bukan 

sebaliknya yang sering terjadi menjadi kelemahan yang berpotensi memecah 

belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dalam mengelola pluralisme 

menurutnya diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah, tokoh agama dan 

masyarakat harus bahu-membahu berupaya menjaga pluralisme agar tidak terjadi 

konflik. Tokoh agama yang berupaya untuk saling dialog publik antar agama agar 

tercipta kerukunan, serta peran pemerintah lah yang sangat vital sebagai pembuat 

kebijakan. 

Secara umum kebijakan pengakuan terhadap keberagaman oleh Sultan 

sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan salah satu tekadnya yaitu  

untuk tidak melanggar paugeran negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa Sultan 

mendukung pluralisme dan multikulturalisme. Sultan memberikan kebebasan 

kepada masyarakatnya seperti kebebasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan 

perayaan keagamaan. Dari masyarakat Yogyakarta, pengakuan terhadap 

perbedaan relatif baik terlihat dari kebebasan masyarakat menyelenggarakan ritual 
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dan acara keagamaan. Namun dalam prakteknya ada saja ormas garis keras yang 

tidak toleran, melakukan kekerasan atas nama agama dan intoleransi. Dan tidak 

jarang dari ormas tersebut yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan 

intoleransi seperti pelarangan pendirian rumah ibadah dan kekerasan atas nama 

agama. 

Sejatinya Sultan Hamengku Buwono X telah berusaha untuk selalu aktif 

dalam membela pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat pada 

beberapa kesempatan Sultan turut menghadiri berbagai acara keagamaan, baik 

Islam ataupun agama lain. Selain itu Sultan sering mengeluarkan statement ketika 

di wilayah DIY terjadi berbagai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama 

atau dan bisa dikatakan kebijakan multikulturalisme. Sultan juga beberapa kali 

ikut andil dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Namun dalam hal ini 

kewenangan Sultan Hamengku Buwono X dibatasi oleh undang-undang, di mana 

kewenangan agama sejatinya menjadi kewenangan Pemerintah. Hal lain yang 

tidak bisa di sentuh oleh Sultan Hamengku Buwono X ialah hukum dan proses 

peradilan. Dan yang sering terjadi di DIY ialah kasus yang pengusutannya tidak 

tuntas. 

Dalam menangani kekerasan atas nama agama dan intoleransi, Sultan tidak 

serta merta mengerahkan atau melibatkan kesultanan. Hal ini mengindikasikan 

peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY bukan sebagai Sultan 

Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat. Tampaknya Sultan jarang melakukan 

sesuatu/kebijakan sebagai Sultan Kesultanan, hal ini sepertinya juga dilakukan 
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oleh Sultan Hamengku Buwono IX di mana menurut Heru Wahyukismoyo, peran 

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pejabat kultural hanya pada perayaan 

Kultural Keraton seperti Maulid Nabi, Sekaten dan sebagainya. 

B. Saran 

Pemerintah Daerah harus lebih aktif dalam menjaga dan mengupayakan 

terciptanya perdamaian dan toleransi antar agama. Selain itu aparat keamanan 

harus lebih aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan 

intoleransi. Serta penanganannya harus sampai tuntas dan selesai, karena selama 

ini banyak kasus-kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi yang tidak 

selesai secara hukum dan tidak tuntas. Pemegang kunci perdamaian sesungguhnya 

terletak pada pemangku kebijakan di tingkat lokal, baik itu pemerintah daerah 

maupun aparat keamanan setempat, karena mereka yang paling dekat dengan 

masyarakat, yang hidup berdampingan dengan masyarakat, dan paling pertama 

yang mendengarkan suara masyarakat. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

No Halaman  BAB FN Terjemahan  

1 38 II 58 Bagimu agamamu dan bagiku agamaku 

2 65 III 114 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi”, mereka (malaikat) berkata: “Apakah 

Engkau akan jadikan di atas bumi ini orang-

orang yang merusak kepadanya dan 

menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih 

dengan memujiMu?” Allah berfirman: 

“Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui”. 
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